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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai
posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu, dan kinerja suatu entitas pada
periode tertentu. Maka untuk memenuhi suatu syarat-syarat dalam menyajikan
laporan keuangan yang berkualitas tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan
yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturan itu
yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010. Tujuannya adalah sebagai
acuan bagi penyusun standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah dalam
melaksanakan tugasnya, penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi
masalah akuntansi yang belum di atur dalam standar, pemeriksa dalam
memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan dalam menafsirkan
informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah (Hartina,2009:3)

Laporan keuangan yang telah disusun untuk menyediakan informasi yang
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh
suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan
mempunyai  kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan
serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan
terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas,

manajemen, transparasi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja.



Laporan keuangan yang telah di sajikan baik oleh pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah tidak lepas dari pemeriksaan. Pemeriksaan ini
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan tujuan untuk
mngetahui apakah laporan keuangan yang telah disajikan telah akuntabel dan
transparan. Dalam hal ini, tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat
atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan. BPK
melakukan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
(SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan
pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan
bebas dari salah saji material.

Untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tim audit Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) memang cukup sulit mengingat biasanya pengelolaan aliran kas yang tidak
terkontrol dengan baik, sistem pengendalian intern pemerintah daerah atas
pengelolaan keuangan masih lemah, dan pengelolaan aset daerah tidak dilengkapi
dengan bukti administrasi yang lengkap.

Pada peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang dimaksud dengan
pemerintah adalah pemerintah pusat dan daerah. Tujuan utama organisasi
pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Peraturan
Menteri Dalam Nergeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang
penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual pada pemerintah
daerah, menjelaskan bahwa kebijakan akuntansi tersebut berlaku untuk entitas

pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan.



Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota
merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi
daerah terkait dengan implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka
pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset. Hal ini sesuai
dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (berbasis akrual) yang wajib dilaksanakan seluruh
pemerintah daerah kabupaten/kota pada tahun 2016.

Di dalam laporan keuangan, perkiraan suatu aset tetap nilainya material
sehingga dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah aset yang tercantum di
neraca yang secara otomatis akan mempengaruhi para pemakai laporan keuangan
dalam mengambil keputusan. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan
pedoman yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih
dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Standar
Akuntansi Pemerintahan yang disebut SAP adalah prinsip—prinsip akuntansi yang
ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun
yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran
dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

Aset merupakan bagian yang sangat penting bagi kelangsungan suatu
perusahaan. Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan 07, PP 71 Tahun 2010. PSAP 07 tersebut memberikan pedoman

bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran, dan



penyajian serta pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa (events) yang
terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap,
pertukaran aset tetap, perolehan aset dari hibah/donasi, dan penyusutan.

Aset tetap merupakan aset yang tiap periode mengalami penurunan
kegunaan/manfaat. pengertian aset tetap menurut standar akuntansi keuangan
no.16 adalah :

“Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan
dalam produksi atau penyedian barang atau jasa untuk direntalkan kepada

pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk
digunakan selama lebih dari satu periode”.

Aset tetap merupakan hal yang sangat penting untuk diungkapkan dalam
laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Aset tetap
yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau daerah merupakan harta yang perlu
dijaga keberadaannya sekecil apapun nilai dari aset tersebut. KSAP
mengklasifikasikan aset tetap kedalam beberapa kelompok, seperti tanah, gedung
dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, dan konstruksi
dalam pengerjaan. Hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah sehubungan
dengan keberadaan aset tetap yang dimilikinya adalah bagaimana perlakuan
akuntansi terhadap aset tetap. Salah satunya adalah penghapusan dan pelepasan
asset tetap pemerintah, karena penghapusan dan pelepasan tersebut berpengaruh
terhadap neraca Pemerintah Daerah. Adapun hal lain yang harus diperhatikan
adalah kesesuaaian antara perlakuan akuntansi dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan mengenai penyajian, pengungkapan, penilaian aset tetap yang

dihapuskan dan dilepaskan.



Penelitian dilakukan disalah satu Kantor Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Selatan yaitu Kantor Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir (PALI). Penulis memilih Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
sebagai objek penelitian karena opini yang disajikan oleh BPK dalam laporan
hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pada tahun 2015 adalah Wajar Dengan
Pengecualian. Pengecualian yang menjadi masalah terbesar dari hasil laporan
tersebut seluruhnya berkaitan dengan aset tetap. Dalam laporan tersebut masih
banyak catatan-catatan yang mengungkapkan bahwa aset tetap belum disajikan
secara benar.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pali memiliki kurang lebih 34 (Tiga puluh
empat) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang tersebar di berbagai
tempat di Kabupaten Pali, diantaranya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan,
Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, RSUD Talang Ubi, dan lain sebagainya.
SKPD ini membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan
operasional daerah. Oleh karena itu, sama halnya dengan Pemerintah Daerah,
seluruh SKPD harus membuat laporan keuangan selama satu periode dan
kemudian diserahkan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah yang kemudian disingkat menjadi DPPKAD untuk di akumulasikan
dengan SKPD lainnya serta dibuatlah laporan keuangan Pemerintah Daerah.
DPPKAD merupakan SKPD yang bertanggung jawab atas laporan keuangan
tahunan dari gabungan seluruh SKPD di Kabupaten Pali. Selain itu, DPPKAD
bertanggung jawab dalam mengelola aset-aset daerah. Masalah lain yang terjadi di

berbagai kota maupun provinsi lain dan juga berpengaruh terhadap penilaian opini



BPK terhadap laporan keuangan pemerintah yaitu aset diperoleh tanpa nilai
rupiah, aset rusak tidak dikeluarkan dari pembukuan, aset dihapuskan tanpa
prosedur yang tepat, dan aset dipindahtangankan tanpa melaui proses yang
berlaku.

Aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pali per 31 Desember
2015 yaitu sebesar Rp 1.028.793.468.478,36. Jumlah ini merupakan gabungan
dari seluruh aset tetap yang dimiliki oleh 34 (Tiga puluh empat) SKPD di
Kabupaten Pali. Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pali dikelola oleh
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD itu sendiri. Akan
tetapi, 3 (tiga) SKPD yang memiliki aset tetap terbanyak ialah Dinas Bina Marga,
Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Dinas Bina Marga adalah SKPD yang
memiliki aset terbanyak yaitu sejumlah Rp 711.170.412.154,82. (DPPKAD PALI)

Berdasarkan latar belakang di atas, mengenai suatu bentuk pengenalan
pemerintah daerah khususnya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
dilihat dari laporan keuangan yaitu neraca, maka dalam penelitian ini penulis
melakukan penelitian dengan judul:

“Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir Sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah”.



1.2. Perumusan Masalah

Salah satu komponen utama dalam neraca adalah aset tetap atau barang milik
negara yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah sebagai sarana untuk
menjalankan kegiatan operasional pemerintahan. Dalam penelitian ini, penulis
merumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu, Bagaimana perlakuan
akuntansi terhadap pengelolaan aset tetap pemerintah sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintah kabupaten PALI provinsi sumatera selatan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan terhadap perlakuan aset tetap dalam pemerintah

kabupaten Pali ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai jawaban atas

pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis rumuskan sesuai dengan permasalahan

yang diatas, sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap perolehan aset tetap
pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah di kabupaten pali.

2. Untuk mengetahui apakah penerapan tentang perolehan dan penghentian
aset tetap pemerintah di Kabupaten pali sudah sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintah.



1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi beberapa kepentingan atau pihak

terkait, yaitu:

1.  Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi nilai tambah
berupa ilmu pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap di
Kabupaten Pali, dan kesesuaian antara perlakuan akuntansi dengan Standar
Akuntansi Pemerintah.

2.  Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang perlakuan
akuntansi asset tetap di Kabupaten Pali, serta kesesuaian antara perlakuan
akuntansi dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

3.  Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan
terhadap kekurangan dalam menyusun peraturan-peraturan selanjutnya,

khususnya pada penyajian asset tetap di laporan keuangan.



1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penyusunan skripsi ini maka

akan diuraikan secara garis besar mengenai pembahasan isi skripsi ini yang

terbagi menjadi lima bab yaitu:

BAB I

BABII

BAB III

BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika
penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian akuntansi, Standar
Akuntansi Pemerintah, pengertian aset tetap, perlakuan aset tetap,
penelitian terdahulu, kerangka penelitian.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang objek penelitian, jenis data,
metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH

Dalam bab ini diuraikan bagaimana gambaran umum mengenai
objek penelitian yaitu Pemerintah Daerah kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir. Bab ini menjelaskan tentang sejarah penelitian, luas
wilayah, batas wilayah dan struktur organisasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis data yang

berhubungan dengan objek yang diteliti, yaitu data yang



BAB VI

berhubungan dengan perlakuan akuntansi aset tetap  pada
Pemerintah Daerah kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang diperoleh atas
analisis yang dilakukan terhadap permasalahan yang diteliti
berdasarkan dari uraian teori dan pembahasan pada bab-bab
sebelumnya, kemudian dari simpulan tersebut penulis mencoba
memberikan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi

perusahaan yang bersangkutan.
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